
 

WALI KOTA DEPOK 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK 

NOMOR 46 TAHUN 2023     

 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 77 TAHUN 2022 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KOTA 

DEPOK TAHUN 2022-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA DEPOK, 

Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, pelaksanaan 

reformasi birokrasi telah ditetapkan dalam Peraturan Wali 

Kota Depok Nomor 77 Tahun 2022 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok                 

Tahun 2022-2026; 

  b. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung 

capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing 

Indonesia dalam kancah internasional belum optimal 

sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat 

dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level 

dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi; 

  c. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan 

penyesuaian kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 

diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran 

reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang 

berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan 

penajaman indikator reformasi birokrasi; 
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  d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024,  pemerintah daerah 

menyesuaikan Road Map Reformasi Birokrasi dengan  

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2020-2024; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, 

Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a perlu dilakukan pencabutan; 

  f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan 

huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Pencabutan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77  

Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2022-2026; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1538); 

  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas  

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); 
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  7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2016 Nomor 5); 

  8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016                       

Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2021 Nomor 4); 

  9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9); 

   

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 77 TAHUN 2022 

TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022-2026. 

   

  Pasal 1 

  Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77  Tahun 2022 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota 

Depok Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kota Depok           

Tahun 2022 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
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  Pasal 2 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. 

  Ditetapkan di Depok 

pada tanggal 6 April 2023 

  WALI KOTA DEPOK, 

            TTD 

 

    K.H. MOHAMMAD IDRIS 

Diundangkan di Depok 

pada tanggal 6 April 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

       TTD 

 

SUPIAN SURI 

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 46 


